BAB 1V
PERBUATAN tf[l)éﬂﬂl& PERJUDIAN
DALAM UU NO_.7,/1974 MENURUT
SKEKGI PANDANG HUKUM ISLAM

A. Unsur-unsur Perbuatan Pidana Pergjudian

Dari keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana
perjudian yang telah tersebut dalam bab terdahulu yang
dianggap bertentangan dengan hukum Islam adalah wunsur
“tanpa mempunyai hak”. Unsur ini menunjukkan bahwa
pelaku haruslah merupakgn orang yang tidak wmendapatkan
izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan
sebagai usaha vakni perbuatan menawarkan atau
memberikan. kegempatan untuk bermain *judi. Dengan
demikian jika kekuasaan yang berwenang memberikan izin
terhadap operasionalnya suatu perjudian, maka bagi
pelakunya tidak diancam dengan pidana.

Hukum Islam memandang bahwa setiap permainan
atau perbuatan yang di dalammya ada pertaruhan, taruhan
tersebut boleh dengan uwang atau barang-barang lain, itu
dinamakan wmaisir/judi (Siradjuddin Abbas, 1993 : 51).
Taruhan dalam perjudian menjadi unsur pokok yang dapat
membedakan antara perjudian dengan permainan/perbuatan

lainnya.
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Adanya‘ izin dari penguasa yang berwenang atau
tidak adanya izin,'tidak menjadi pengaruh dalam hukum
Islam untuk memperbolehkan atau melarang operasionalnya
suatu perjudian. Selama perbuatan tersebut mengandung
ﬁnsur taruhan yang berarti kemenangén seseorang itu
hanya ditentukan pada faktor untung-untungan, maka
perbuatan tersebut masuk dalam kategori perjudian yang
oleh syari“at Islam telah jelas diharamkan. Ketentuan
ini terdapat dalam firman Allah surat Al Maidah : 90,

yang berbunyi :
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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum
khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi
nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan
itu agar Xkamu mendapat keberuntungan”. (Depag RI,
1979 - 176)

Adanya pertaruhan dalam perjudian berarti
memberikan keuntungan pada satu pihak dan merugikan
pihak lain. Hal yang seperti inilah yang tidak dikehen-
daki oleh syari“at Islam. Oleh karena itu syari”at
Islam mengharamkan segala bentuk permainan yvang

mengandung pertaruhan dan menggolongkannya pada

perjudian /maisir yang merupakan perbuatan syaitan.



M. Ali As Shabuny mengatakan bahwa para ulama”
" telah sepakat aﬁan haramnya berbagai macam Jjudi/gimar,
dan itu yang termasuk diharamkan berdasarkan firman
iAllah dalam surat Al Bagarah ayat 219, setiap permainén
yang menguntungkan satu pihak dan merﬁgikan pihak lain,
" maka termasuk ke dalam maisir/qimar/judi yang di-

haramkan. (BKSPP, 1986 - 9)

Begitu pula menurut Yusuf Qardawi, semua
permainan yang di dalamnya ada perjudian, ia hukumnya
haram. Sedang yang dinamakan judi adalah segala per-
mainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya.

(Yusuf Qardhawi, 1980 - 409)

Oleh Xarena itu tidak halal seorang muslim
menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur
diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak
halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai

alat mencari uang dalam situasi apapun juga.

B. Bentuk-bentuk Perjudian

_Perkembangan jaman vang dipengaruhi oleh

kemajgan tehnologi seperti sekarang ini, memungkinkan



perjudian _tidak hanya 'dilakukan secara langsung,
artinya antara pemain dengan pemain sgaling berhadap—
hadapan secara langsung. Akan tetapi perjudian dapat
pula dilakukan dari jarak jauh, di mana para pemain
tidak saling berhadap-hadapan secara' langsung bahkan

tidak saling kenal.

Seperti yang dimaksudkan dalam pasal 303 ayat
(3? tentang pengertian' perjudian, dapat diambil
pengertian bahwa Jjudi dapat digolongkan dalam dua
bentuk yaitu : Perjudian langsung dan perjudian tidak

langsung.

Hukum Islampun menganggap demikian. Perjudian
tidak harus dilakukan secara berhadap-hadapan, tetapi
perjudian dapat dilakukan dari jarak jauh dengan tidak
berhadap-hadapan secara langsung. Karena para ulama®
dalam memberikan definisi judi tidak mencantumkan kata
"berhadap—hadapan” sebagai kriteria taruhan vang

~dikategorikan maisir/judi.

Kriteria Jjudi yang sudah disepakati oleh para
ulama“® adalah permainan dengan taruhan dalam segala
macam bentuk dan caranya (tehniknya) yang pelakunya

éebagién beruntung dan sebagian lagi merugi, adalah



termasuk maisir/qimar/judi, meskipun tidak dilakukan

secara berhadap-hadapan. (BKSPP, 1986 - 10)

“Akan tetapi Ibrahim Hosen berpendapat 1lain.
Haisir/judi yvang oleh para ulama” disepakati berarti
segala permainan/perbuatan yang di dalamnya terkandung
adanya unsur “"taruhan" yang bérarti kemenangan
seseorang itu hanya bersifat “"spekulatif" belaka itu
dinamakan maisir/judi. Menurut Ibrahim Hosen, yang
diﬁaksud "maisir” adalah judi Arab yang dilakukan oleh
drang—orang Arab Jahiliyah yang kemudian dilarang/
diharamkan oleh Al Qur“an (Al Maidah ayat 90-91). Jadi
maisir/judi yang diharamkan berdasar nash hanyalah

maisir/judi Arab tersebut. (Ibrahim Hosen, 1987 - 19)

Maisir/judi Arab yang dimaksud di sini adalah

bentuk permainan sebagai berikut :

“Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibuat
dari potongan kayu (kerana pada waktu itu belum ada
kertas). Kartunya berjumlah sepuluh buah dengan

nama : 1. Al Fadzdz 6. Al Manih
2. At Tauam 7. Al Musbil
- 3. Ar Ragib 8. As Safih
4. Al Halis 9. Al Mu”alla
5. An Nafis 10. Al Waghd.

Masing-masing kartu tadi telah ditentukan isi/bagi-
annya, selain Al Manih, As Safih dan Al Waghd. Yang
tiga ini kosong.

Al Fadzdz berisi 1 bagian, At Tauma 2 bagian, Ar
Raqib 3 bagian, Al Halis 4 bagian, An Nafis 5 bagian
Al Musbil 6 bagian dan Al Mu“alla 7 bagian.



Al Mu“alla ini merupakan bagian yang tertinggi/
terbanyak. Jadi jumlahnya 28 bagian. Kemudian mereka

. memotong seekor unta dan mereka bagi menjadi 28
bagian, sesuai jumlah isi kartu tersebut. Kartu yang
berjumlah sepuluh buah tadi dimasukkan ke dalam dan
diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Lalu
kartu itu dikocok, dikeluarkan satu persatu hingga
habis. Masing-masing peserta mengambil bagian sesuai
dengan isi/bagian yang tercantum dalam kartu
tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong
(yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu yang
kosong)} harus membayar harga unta tersebut. Mereka
yvang menang sedikitpun tidak mengambil daging unta
dari hasil perolehannya, akan tetapi semua daging
itu diserahkan kepada orang-orang yvang lemah

" (fugara® masakin). Mereka yang menang saling mem-
banggakan diri dan mengejek yang kalah. Seperti
kebiasaan orang-orang Arab, mereka sering membawa-
bawa dan melibatkan suku atau gabilahnya dari mana
mereka berasal; sehingga selalu berakhir dengan
permusuhan, percekcokan bahkan saling bunuh membunuh
dan peperangan". (Ibrahim Hosen, 1987 - 19)

Menurut Ibrahim Hosen, jika ditelaah sifat dan
bentuk maisir/judi Arab seperti yang telah tersebut di
atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hakekat
maisir atau judi itu ialah : "Permainan yang mengandung
unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
secara langsung atau berhadap—hadapan dalam satu
majlis” (Ibrahim Hosen, 1987 : 20). Sekali lagi beliau
- menegaskan bahwa maisir atau Jjudi yang diharamkan
berdasarkan nash hanyalah maisir atau Jjudi Arab
tersebut. Mengenai gimarul mawaid/judi meja keharaman-

nya adﬁlah berdasarkan qiyas.
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Jadi - ta“rif maisir/judi menurut Ibrahim Hosen
adalah : “Suatu permainan yang mengandung unsur taruhan
yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung
aﬁtara dua orang atau lebih". (Ibrahim Hosen, 1987 -
30)

Yang dijadikan sebagai “illat haramnya judi oleh
beliau adalah berhadap-hadapan atau langsung. Jadi
suatu permainan baru dapat dikatakan maisir/judi
apabila permainan itu mengandung unsur taruhan dan
dilakukan secara berhadap—hadapan atau langsung.
Apabila unsur taruhan dan berhadap-hadapan/langsung itu
tidak ada atau unsur'taruhan itu ada tetapi tidak
berhadap-hadapan/langsung, maka Jjelas permainan itu
tidak termasuk ke dalam kategori maisir/judi. Menurut
beliau yang dijadikan sebagai acuan dari pendapatnya

adalah ijtihad dari Imam Syafi~“i.

Ibrahim Hosen berpendapat, Imam Syafi“ilah yang
mujtihad yang mula-mula berhasil menemukan “illat
maisir. "Illatnya menurut Imam Syafi”i adalah berhadap-
hadapan. Hal ini dapat diketahui dalam kitab-kitab figh
Syafi“i dalam bab pacuan kuda. Menurut Imam Syafi’i,
pacuan. kuda yang dilakukan oleh dua orang dimana yang

kalah harus membayar kepada yang menang hukumnya adalah



haram. Karena hal itu adalah termasuk maisgir/judi.
Tetapi apabilav dglam pacuan yang dilakukan oleh dua
orang tadi ada muballil yang sepadan baik phisiknya
meka hal itu menjadi boleh. Sebab dengan adanya
muhallil semacam itu, maka pacuan‘ kuda tadi akan
'terhindaf dari bentuk gqimar/judi yang diharamkan.
Muhallil adalah pihak yang berfungsi menghalalkan agad.
Sistem muhallil ini dimaksudkan untuk menghindarkan
dari unsur maisir/judi éebagaimana yvang dikehendaki

agama, yaitu berhadap-hadapan.

Pernyataan dari Ibrahim Hosen ini oleh Badan
Kerjasama Pondok Pesantren (BEKSPP) Jawa Barat disangkal
akan kebenarannya. Menurut BKSPP Jawa Barat, keterangan
Imam Syafi“i dalam Kitab Al Umm itu dengan Jjudul
Kitabu—-assabgi wa Annidhal, bukan untuk membahas
masalah maisir/judi, tapi untuk menata aturan Al
Musabagah wa-al Munadhalah dengan segala aspek dan
ketentuan hukum yang bertalian dengannya dalam rangka

pelaksanaan perintah yang terkandung dalam Al Qur an

surat Al Anfal : 60, yaitu :
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"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa
saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda vang
ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu)
kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang
selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang
‘Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada
jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu
dan kamu tidak akan dianiaya”. (Depag KI, 1987 - 271)

Tujuannya untuk belajar ketangkasan dan ketram-
pilan menunggang’kuda serta mempergunakan senjata dan
persiapan jihad (berjuang), sebagaimana telah dising-
gﬁng di atas. Memang, da;i cara musabagah itu ada yang
bisa Jjatuh ke tangan Jjudi, yaitu jika tidak ada
muhallil. Tapi dengan keharusan adanya muballil ini
tidak berarti boleh dijadikan alasan hukum halalnya
qimar/judi di luar musabagah. Sebab adanya muhallil itu
hanya dikenal pada musabagah saja. yakni tidak pada
judi (taruhan) yang lainnya. Dan tidak boleh dianggap
gimar hanya itu saja, yakni yang ada dalam musabagah.
Sebab, seperti diketahui maisir/judi dengan segala
macam bentuknya, Jjenis dan tehniknya cukup banyak,
lebih-lebih pada masa sekarang ini, yang kesemuanya :
;Illat dan kriterianya sudah tercakup dalam definisi
maisir/gimar, seperti yang telah dikemukakan oleh
ulama“. Itulah sebabnya Imam Syafi“i dalam membahas
musabagah sama sekali tidak menyinggung masalah maisir.

(BESPP, 1986 - 14)



Pendapat Ibrahim Hosen yang menyamaratakan semua
taruhan biéa jédi halal hanya dengan adanya muhallil,
beralasan bahwa ﬁuhallil bisa menghindarkan ~“illat
.haramnya judi, yaitu berhadap-hadapan. Mengenai “illat
(kriteria) haramnya judi dengan berhadap—hadapan itu

Bebenéfnya'tidak diketahui sumber pengambilannya.

Selain pendapat Imam Syafi”i yang dijadikan
éegangan dalam masalah maisir/judi ini, beliau Jjuga
meiansir pendapatnyé dari keterangan Muhammad Abduh
dalam tafsir Al Manarnya, yang mengatakan bahwa lotre
(yanasib) tidak sama dengan maisir/judi, karena tidak
dilakukan secara berhadap-hadapan. Memang Al Manar
membolehkan lotre (yanasib), tetapi dengan dua catatan,
yaitu :

1. Tujuan lotre (yanasib) hanyalah khusus kepada
kebaikan—kebaikan yvang dirasakan langsung manfaatnya
oleh masyarakat, seperti mendirikan rumah sakit,
sekolah, menolong orang fakir.

2. Kegiatan lotre {yanasib) itu tidak boleh menyebabkan

permusuhan, kebencian, melupakan  dzikir dan
melupakan shalat.
Dan yang perlu digaris bawahi dari pendapat Muhammad

Abduh adalah beliau mengharamkan mengambil hasil dari
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lotre (yanqsih) itu, karena dianggap mengambil harta
orang lain dengan cara yang bathil, yang secara tegas
dilarang Islam, sebagaimana terdapat dalam Al Qur~an

surat Al Bagarah : 188, yaitu :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian
'yhng lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”.

(Depag RI, 1987 : 46)

Dengan demikian keterangan dari Imam Syafi”i dan
Muhammad Abduh yang tampaknya dijadikan pegangan oleh
Ibrahim Hosen, ternyata tidak sejalan dengan
pendapatnya. Terhadap pendapat Ibrahim Hosen tersebut,

cukuplah satu kaidah ushuliyyah yang menyatakan :
LJUDLUB)\.D_N@ U»Luﬂ‘

“Mengkiyaskan dua hal yang berbeda/bertentangan adalah
batal™. (BEKSPP. 1986 - 31)

Masalah maisir/judi dengan masalah musabagah dan
munadhalah adalah dua masalah yang berlainan, baik
kedudukan hulktum maupun tujuannya. Maisir/judi dalam
segala- bentuk dan jenisnya, dilarang (diharamkan)

berdasarkan dalil gqathi” yang proses pengharamannya
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Berangsur-angéu:- Sedangkan musabagah dan munadlalah
adalah disunnatkan bagi laki-laki muslim, bahkan boleh
memakai-iﬁbalan/taruhan dengan persyaratan tertentu.
Dan menurut éendapat Hasbi, segalé macém
permainan yang dipergunakan untuk mencari keuntungan
‘dengan cara beruntung-untungan dinamakan Jjudi. Béik
dengan jalan gimar atau dengan jalan lainnya, karenanya

mésuklah di dalamnya “ygnasib" atau lotre ke dalam

maisir. (Hasbi, 1973 : 93)

C. Perjudian Sebagai Kejahatan

Dalam KUHP, perbuatan pidana digolongkan pada
kejahatan .dan pelanggaran. Penggolongan tersebut di
dasarkan pada berat-ringannya pidana yang diancamkan.
Pengertian perbuatan pidana tidak berbeda dengan
pengertian jarimah dalam hukum pidana Islam.

Yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan
syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had

atau hukuman ta“zir. (A. Hanafi, 1967 - 1)

Larangan—larangan tersebut ada kalanya menger—
jakan - perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan

perbuétan yvang diperintahkan. Dengan kata-kata syara”
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pgda pengertian tersebut di atas, maksudnya adalah
sesuatu perbuétan baru dianggap jarimah apabila
dilarang oleh syaﬁa‘- Juga berbuat atau tidak berbuat
‘tidak dianggap sebagai Jjarimah, kecuali apabila
digncankan hukuﬁan terhadapnya. Di 'kalangan fugaha,
hukuman biasa disebut dengan kata-kata “ajziyzh" dan

mufradnya “jaza“ ™.

Yang mendorong . untuk menganggap sesuatu
pefbuatan sebagai jarimah, adalah karena perbuatan
tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat,
atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan
kehidupan anggota masyarakat, atau bendanya, atau nama
baiknya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus

dihormati dan dipelihara.

Sesuatu hukuman diancamkan kepada seseorang
pembuat agar orang banyak tidak memperbuat sesuatu
jarimah, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak
akan cukup. Meskipun hukuman itu bukan suatu kebaikan,
bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri
sekurang-kurangnya, namun hukuman tersebut diperlukan,
qebab _ bisa membawa Yeuntungan yang nyata bagi

masyarakat.



Sebaliknya, sesuatu Jjarimah boleh Jjadi malah
membawa keuﬁtungan, namun keuntungan ini tidak menjadi
pertimbangan syara;. Oleh karena itu syara’ melarang
Jjarimah tersebut karena pegi kerugiannya itulah vang
diutamakan dalam pertimbangan. Perbuatan Jjudi boleh
jadi membawa keuntungan bagi perseorangan, tetapi
keuntungan tersebut tidak menjadi pertimbangan syara’ .
Karena disamping adanya keuntungan yang gedikit itu,
terdapat madlaratnya yang' lebih besar. Oleh karena itu
perbuatan Jjudi tersebut dilarang, bukan karena segi
keuntungan yang sedikit tersebut, namun perbuatan
tersebut akan membawa démpak negatif yang 1lebih luas

lagi.

Jarang 4i dapat ada perbuatan yang membawa
kéuntungan semata-mata atau menimbulkan kerugian
samata-mata. Kebanyakan perbuatan menimbulkan akibat
caﬁpurén, antara keuntungan dan kerugian. Sesuai dengan
tahiaﬁnya, manusia selamanya memilih perbuatan yang
akan lebih banyak membawa keuntungan bagi dirinya

daripada kerugian, meskipun akan merugikan masyarakat.

Ringkasnya, dasar pelarangan suatu perbuatan
adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri
(A. thafﬁ, 1967 - 4). Allah sendiri yang mengadakan

larangan—larangan (hukum-hukum), Allah tidak akan



mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, begitu

juga tidak akan‘menderita karena pendurhakaan manusia.

, Jadi semua perbuatan yang dianggap bertentangan
Adengan syara’ yang oleh Allah telah diancamkan hukumén
had atau ta“zir disebut dengan Jjarimah. Meskipun
fugaha membedakan pemakaian kata jarimah dengan Jjinayah
terhadap suatu larangan-larangan syara’ . Yaitu
kebanyakan fugaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk
perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan,
dan sebagian yang lain membatasi pemakaian kata-kata
jarimah kepada Jjarimah hudud dan gishos (A. Hanafi,
1967 - 2 ). Namun dengan mengenyampingkan perbedaan
pemakaian kata-kata "jinayah"” di kalangan Fugaha sama

‘dengan kata “jarimah™.

Tetapi dalam kitab At Ta'ziru Fi As Syari“ati Al
Islami menyatakan bahwa telah ada kesepakatan ulama”
ﬁangenai perbuatan yang dianggap meninggalkan yang
diwajibkan oleh syara” atau melakukan perbuatan yang
diharamkan syara”, yang terhadapnya diancam dengan
hukuman ta“zir, disebut dengan maksiat (4Abdul Aziz
Amir, 1976 - 83). Jadi jarimah hanya ditujukan terhadap
 1arangan—1arangan syara” yang diancamkan hukuman had
atau kaffarat. Sedang untuk larangan syara’ vang

diancaﬁkan hukuman ta“zir, disebut dengan maksiat.



Pengertian Jjarimah lebih luas dari maksiat,
karena maksiat masuk dalam pengertian jarimah. Namun
‘tidak dapat dikatakan bahwa maksiat pengertiannya sama

dengan jarimah. (Abdul Aziz Amir, 1979 - 90)

" Terlepas dari perbedaan pengertian antara
jarimah dengan maksiat yang telah tersebut di atas,
dapat diambil pengertian bahwa setiap perbuatan yang
dianggap melanggar ketentuan-ketentuan gyara’ yang oleh
naéh dengan hukuman had atau ta’zir, disebut dengan
jarimah. Karena dilihat definisi jarimah lebih 1luas
dari maksiat yang hanya tertentu pada perbuatan yang
diancam dengan ta“zir, maka istilah yang relevan yang
digunakan untuk menyebut semua perbuatan yang melanggar

larangan syara’ adalah “jarimah".

Perbuatan pidana perjudian yang dalam UU No.7
tahun 1974 pasal 1 dianggap sebagai kejahatan, dalam
hﬁkum Islam dianggap sebagai perbuatan jarimah. Seperti
telah diuraikan di atas bahwa setiap perbuatan yang
dianggap melanggar larangan syara’, disebut sebagai
perbuatan jarimah. EKarena terbukti, perjudian merupakan
perbuatan yang telah tegas dinyatakan dilarang
(diharamkan) dalam nash. Dengan demikian, Jjika perju—
dian itu dilakukan, maka pelakunya dianggap telah

melakukan pelanggaran larangan-larangan syara’. dJuga



terbukti perbuatan judi itu suatu perbuatan yang bisa
merugikan tata aturan masyarakat, merugikan anggota

masyarakat, juga merugikan harta benda.

Jadi dalam hukum Islam tidak terdapat pembedaan
antara kejahatan dengan pelanggaran seperti yang
terdapat délam KUHP. Akan tetapi segala perbuatan yang
dianggap melanggar larangan-larangan gyara  dianggap
sebagai perbuatan jarimgh, yvang oleh Allah telah

diancamkan hukuman had atau ta zir terhadap pelakunya.

D. Ancaman Hukuman

Pelaku perjudian sebagaimana yang terdapat pada
pasal 2 ayat (1, 2, 3) UU No.7/1974, diancam dengan
p;dana penjara atau denda. Dalam Al Qur“an Allah telah
ﬁenjelaskan, perjudian adalah termasuk salah satu
perbuatan syaitan, perbuatan dosa yang dimurkai dan

dibenci Allah.

Perjudian mefupakan salah satu larangan syara”,
namun syara” tidak menetapkan macaﬁ hukuman yang
diancamkan terhadap pelakunya. Karena perbuatan Jjudi
.itu masuk dalam kategori jarimah ta“zir, maka penentuan

hukumahnya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa
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vang berwenang untuk itu, vyang dalam bahasa Al

Qur annya disebut dengan "Ulil Amri™.

Dalam Al Qur‘an' suarat An Nisa® : 59 Allah

bun A1l s Mpably 430 Tgn o) gl

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
Taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu".
(Depag RI, 1979 - 128)

Jika dihubungkan dengan ketentuan ayat A1 Qur~“an di
atas di mana manusia disamping harus patuh kepada Allah
dan Rasul-Nya, dalam arti selalu berpegang kepada
Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, juga harus taat kepada
orang-orang yang berkuasa (Ulil Amri). Dengan ketentuan
Ulil Amri dalam segala macam urusannya - harus kembali
kepada Sunnah Allah dan Rasul-Nya. 0U0l1il Amri dalam
tugasnya selaku pembuat undang-undang, mempunyai
wewenang Jjuga untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum
ta’zir, yang berupa undang-undang yang harus dipatuhi

di pengadilan (Haliman, 1971 : 464).

Menurut Muhammad Abduh, Uil Amri berarti
kumpulan “Ahlul Halli Wal “Aqdi”". Mereka itu adalah
kepala-kepala pemerintahan (raja-raja), hakim, ulama~’,

kepala tentara, dan seluruh kepala pemimpin tempat



kembalinya  umat manusia dalam hal yang diperlukan dan

dalam hal-hal kebajikan umum. (Haliman, 1971 - 70)

Dalam tafsir Al Jami“ul Ahkami Al Qur'an‘
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri adalah
_Umara (pemerintah) (A1 Qurtubi, tt., 259). Menurut
Jabir bin Abdillah, Ulil Amri adalah orang yang berilmu
dan memahami Al Qur an. Dan pengertian yang dikemukakan
oleh Dahak mengenai Ulil Amri adalah para Fugaha dan
Ulama®. Sedang menurut Ibnu Kaisan, Ulil Amri adalah
" mereka para cerdik cendekiawan yang mengatur urusan

umat manusia. (Al Qurtubi, tt.. 260)

Pengertian Ulil Amri yang dikemukakan oleh
Muhammad Abduh, mencakup semua pengertian yang
dikemukakan oleh para ulama” yang tersebut di atas.
Jadi dapat diambil. pengertian bahwa  yang dimaksud

dengan Ulil Amri itu adalah "“Ahlul Halli Wal Aqdi®.

Perintah supaya taat kepada Ulil Amri itu

dipertegas }agi dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu :
ST PLIPIARTS WIS PN O PRTE | ENN- SO P
G s iymg @elo s pal gl g & gacand ploc

P ERY
(Bukhari, tt., : 77).
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“Dari Abi Burairah, sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda - Barangsiapa taat kepadaku maka berarti taat

- kepada Allah, dan barangsiapa ingkar kepadaku maka

berarti ingkar kepada Allah, dan barangsiapa taat
kepada pemimpin berarti taat kepadaku, dan barangsiapa
‘yang ingkar terhadap pemimpin maka berarti ia ingkar
pula kepadaku™.

Munawir berpendapat bahwa hukuman ta“zir ini
oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam,
akan tetapi dengan memperhatikan hukum pidana yang
sudah positif (Sudarsono,” 1992 : 458). 0Oleh karena itu
hakim berhak untuk menyusun KUH Ta“zir. KUH Ta"zir ini
bisa disusun oleh badan resmi yang diangkat oleh
Pemerintah Kepala-ﬁegara vang diberi tugas khusus untuk
menyusunnya, yang kemudian hasilnya diputuskan oleh

DPR, lalu dilaksanakan oleh Kepala Negara.

Di Indonesgia, badan yang berwenang membuat
Undang—undang adalah Presiden dan DPR. Ketentuan
tersebut terdapat dalam pasal 5 dan pasal 21 UUD 1945,

yaitu :

Pasal 5

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-
undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat .

(2). Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk
menjelaskan Undang-undang sebagaimana mestinya.
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Pasal 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak
mengajukan rancangan {Undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh
Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh
dimajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwa%ilan Rakyat.

Jika Ulil Amri itu diartikan sebaéaimana vang
telah dikemukakan oleh Muhammad Abduﬁ, vaitu sebagai
orang yang memiliki kekuasaan/wewenang, maka keberadaan
Presiden dan DPR masuk kategori sebagai Ulil Amri.
Karena di Indonésia badan yang berwenang membuat UU

sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945, adalah Presiden

-dan DPR.

Undang-undang Penertiban Perjudian, yaitu UU
No.7 tahunl974 pada pasal 2 mengatur tentang pidana
vang diancamkan terhadap pelaku perjudian. Ancaman
hukuman sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 UU
No.7/1974 itu, menurut hukum Islam dapat dianggap
sebagai hukuman ta“zir. Karena Undang-undang tersebut
dibuat oleh yang berwenang. sebagaimana hukuman ta’zir,
karena syara’ tidak menentukan macam hukumannya, maka
sepenuhnya diserahkan pada kebijaksanaan hakim/badan
resmi lainnya yang diberi tugas untuk itu. Dan telah

dijelaskan di muka, s8yari at Islam dalam masalah
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perjudian ini tidak menentukan hukumannya. Karena tidak
adanya ketentuan hukuman dari nash, maka perjudian ini
diancam hukuman ta zir bagi pelakunya, yang diserahkan
sepenuhnya pada kebijaksanaan hakim. Jadi sebenarnya
U No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian itu
sama dengan hukuman ta“zir. Karena U0 tersebut dibuat
oleh badan yang berwenang, Qisesuaikan dengan situasi

dan kondisi masyarakat yvang ada.

Maksud diundangkannya UU No.7/1974 itu, supaya
orang yang berjudj/penjudi itu jera dengan hukuman yang
diterimanya. Hal ini sesuai dengan maksud dafi hukuman
ta’zir, yang menunjukkan pada pengertian memberikan
pengajaran (takdib), memberikan pukulan yang sangat
keras, atau peﬁgertian pada ﬁemberikan pukulan selain

dari pukulan hukuman had. (Haliman, 1971 - 459)



